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PUTUSAN
Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

¥ -

—

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan
kuasa khusus kepada Drajat Sukmono, SH.Advokat, yang
berkantor di Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 21 Februari 2022 vyang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor
1137/kuasa/2/2022 tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya
disebut, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat
kediaman di Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2022
telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Surabaya, Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 25 Februari 2022

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah dan tercatat di KUA Kec.
Semampir, Kota Surabaya, Kutipan Akta Nikah No: 559/111/V/2007, pada
tanggal 24 Mei 2007;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup

bersama di Surabaya dan melaksanakan hubungan suami isteri;
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3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3
anak.yang bernama - Anak kandung umur 12 th
- Anak kandung umur 6 th
- Anak kandung umur 2 th
Sekarang ikut Ibunya ( Penggugat ).

4. Bahwa, perselisihan/cekcok terjadi terus menerus sejak + tahun 2019 antara
penggugat dan tergugat disebabkan karena :

- Tergugat, suka judi, minum-minuman keras sampai mabuk dan jarang
memberi nafkah kepada istri.

5. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak + awal tahun 2020
sampai dengan gugatan didaftarkan + 2 tahun (Suami pulang ke rumah
orang tuanya).

6. Bahwa, oleh karena itu Penggugat sudah mantap untuk bercerai dengan
Tergugat dan mendaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya;

7. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan
tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup alasan untuk diputuskan

perceraiannya oleh Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas sudah cukup alasan untuk

diputuskan cerai antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan

Agama Surabaya untuk memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat,

selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in Shugro dari Tergugat (Susilo Ashari Bin Atip)
kepada Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

atau,

Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya.
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Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan
asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk
beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan
dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua
Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh
karena dalam persidangan Tergugat tidak setuju untuk beracara secara
elektronik, maka pemeriksaan perkara secara elektronik tidak bisa terlaksana di
Pengadilan Agama Surabaya (Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan
KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019) dan pemeriksaan dilanjutkan dengan
acara biasa, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan Nomor
1076/Pdt.G/2022/ PA.Shy, tanggal 24 Maret 2022;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan yang amar
pokoknya menetapkan pemeriksaan perkara ini dengan cara biasa/regular;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Hj. Yuliati, S.H,
sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Maret 2022, akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara
lisan sebagai beriut;

1. bahwa benar Tergugat telah menikah di KUA Kecamatan Semampir
Kota Surabaya;

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan
suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama Anak kandung, Anak
kandung, dan Anak kandung;

3. Bahwa tidak benar Tergugat suka berjudi, minum minuman keras dan

tidak membei nafkah kepada Penggugat;
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4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 2
(dua) tahun;
5. Bahwa dari semua jawaban diatas pada intinya Tergugat keberatan
apabila bercerai dengan Penggugat;
Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan
Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya,
Bahwa terhadap replik Penggugat ,Tergugat menyampaikan duplik
secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada jawabannya;
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan
bukti berupa:
A.SURAT
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 559/111/V/2007 tanggal 24 Mei 2007,
yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kec. Semampir, Kota Surabaya,
bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermaterai cukup,
telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
B.SAKSI
Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga
bertempat tinggal di Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat;

— Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami
istri sah;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak;

— Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun
dan harmonis,namun kemudian selalu diwaranai perselisihan dan
pertengakaran,disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan
berjudi;

— Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun
tidak berhasil;

— Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;
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Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di
Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
— Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat
— Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami
istri sah;
— Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras dan berjudi;
— Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun
tidak berhasil;
— Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa, selanjutnya Tergugat tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa
kepada Dradjat Sukmono, SH, Advokat berkantor di Jl. Ngagel Dadi 5/42,
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah
memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan
karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan
dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum
atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal
di Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan

kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan
Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat
dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai
sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam
perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal
82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1
dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan
Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan
sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah
memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah
ditunjuk oleh keduanya mediator Hj. Yuliati, S.H,, namun mediasi tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalii gugatan Penggugat dihubungkan
dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok
sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam
rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut
dan Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga yang
bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan tujuan
perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tentang
Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan
akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan
Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian,
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oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan
Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang
merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan saksi-saksi telah
bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911
KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling
bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian
para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan
materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut
mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
adalah fakta yang diketahui sendiri, dan Tergugat tidak membantah telah

pisah selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR
sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan
dengan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat terdapat persesuaian
fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran serta telah diupayakan didamaikan tetapi tidak berhasil,
karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan

Hal 7 dari 11 hal, Put. No. Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat
tercapai;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak tidak mau lagi
mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan
apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih
bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa
salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam
penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting
dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka
sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenubhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19
huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:
1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:
Lafa Lol gl 1S g A e DS A0 oy 1B 580 )
Artinya : “Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi
kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah
Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;
2. Dalam kitab Fighussunnah Jilid VIl halaman 121-122:

o B a3 ISy 25 i ) 9 Py ok s W) 2255
Al ks sl Login ~ 3oVl e ol ae glagd B (05 all o g
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Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang
diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya
gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup
(suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan
dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka
hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak
bain.”

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam
setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi
dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki
oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan
bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga
petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut
dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat
kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini
dihitung sebesar Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 18 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami  Drs. H. A. MUKHSIN,
S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj.
MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.
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Perincian biaya :
Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 75.000,00
Panggilan Rp 800.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 945.000,00
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